
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Relstolrativel justicel yaitu suatu pelnyelle lsaian tindak pidana delngan cara 

mellibatkan pellaku, ko lrban, kelluarga pellaku, kelluarga kolrban, tolkolh masyarakat, 

tolkolh agama, tolkolh adat, atau pelmangku kelpelntingan untuk belrsama-sama 

melncari pelnyellelsaian yang adil mellalui pelrdamaian delngan melnelkankan 

pelmilihan kelmbali pada keladaan selmula. Pelngelrtian relstolrativel justicel atau 

keladilan relstolratif ini telrmuat dalam Pasal 1 huruf 3 Pelraturan Pollri No lmo lr 8 

Tahun 2021. 

Arti relstolrativel justicel adalah altelrnatif pelnyellelsaian pelrkara delngan 

melkanisme l yang belrfo lkus pada pelmidanaan yang diubah melnjadi  selbuah pro lse ls 

dialo lg dan meldiasi yang mellibatkan selmua pihak telrkait. Prinsip dasar 

relstolrativel justicel yaitu adanya pelmulihan pada kolrban yang melndelrita akibat 

keljahatan delngan melmbelrikan ganti rugi kelpada para kolrban, pelrdamaian, 

pellaku yang mellakukan kelrja so lsial maupun kelselpakatan-kelselpakatan lainnya.1 

Relstolrativel Justicel melrupakan suatu pelradilan yang lelbih melnelkankan 

kelpada pelrbaikan atas kelrugian yang diselbabkan atau telrkait delngan tindak 

pidana. Relstolrativel Justicel Mo ldell diajukan o llelh kaum abo llisio lnis yang 

mellakukan pelno llakan telrhadap sarana kolelrsif yang belrupa sarana pelnal dan 

diganti delngan sarana re lparatif. Dalam ko lntelks sistelm sanksi pidana, nilai-nilai 

                                                             
 1https://nelws.deltik.colm/belrita/d-6347468/apa-itu-relstolrativel-justicel-dasar-hukum-dan-

syaratnya diaksels pada tanggal  5 meli 2023 pukul 22.06 

https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya
https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya
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yang mellandasi paham abo llisio lnis masih masuk akal untuk melncari altelrnatif 

sanksi yang lelbih layak dan elfelktif daripada lelmbaga selpelrti pelnjara. 

Relstolrativel Justicel dilakukan delngan cara mellalui pro lsels ko lolpelratif 

yang mellibatkan selmua pihak (stakel holldelrs). Melnurut Tolny Marshall 

relstolrativel justicel melrupakan suatu prolsels dimana selmua pihak yang telrlibat 

dalam suatu pellanggaran telrtelntu datang belrsama-sama untuk melnye llelsaikan 

selcara ko llelktif bagaimana melnghadapi akibat dari pellanggaran dan implikasinya 

untuk masa delpan.  Seldangkan Kelvin 1. Mirro lr dan J.T. Molrriso ln melnyatakan 

bahwa relstolrativel justicel dapat digambarkan selbagai suatu tanggapan kelpada 

pelrilaku keljahatan untuk melmulihkan kelrugian yang didelrita o llelh para ko lrban 

keljahatan untuk melmudahkan pelrdamaian antara pihak-pihak yang saling 

belrtelntangan. 

Delngan dibelrlakukannya relstolrativel justicel untuk melnyellelsaikan suatu 

pelrkara pidana selrta antara pellaku dan kolrban keljahatan yang sudah tidak 

telrdapat kolnflik atau kelrugian yang dialami ko lrban tellah dipelnuhi selpelnuhnya 

ollelh pellaku, maka tidak pelrlu digunakan hukum pidana yang belrsumbelr pada 

telolri reltributivel justicel.  

Hal telrselbut sellaras delngan pelndapat Nigell Walkelr yang belrpelndapat 

bahwa hukum pidana jangan digunakan untuk: a) tujuan pelmbalasan; b) telrhadap 

pelrbuatan yang tidak melnimbulkan ko lrban dan/atau kelrugian; c) bilamana masih 

ada sarana yang lelbih elfelktif dan delngan kelrugian yang lelbih seldikit dalam 

melnanggulangi pelrbuatan yang dianggap telrcella; d) bila dampak nelgatif pidana 

lelbih belsar daripada tindak pidana; el) apabila tidak melndapat dukungan publik 
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yang kuat; f) apabila sudah dipelrhitungkan tidak akan belrhasil atau tidak akan 

dapat dilaksanakan. 

Ollelh karelna itu, dapat dikatakan bahwa nelgara akan lelbih diuntungkan 

dari pelnelrapan relstolrativel justicel dalam pelrkara tindak pidana kolrupsi delngan 

melwajibkan kelpada pellaku untuk melngelmbalikan selluruh hasil tindak pidana 

kolrupsi. Keltika relstolrativel justicel digunakan, nelgara akan dibelbaskan dari 

belban keluangan untuk melmpro lsels dan melmbelri makan o lrang-olrang kolrup yang 

tellah ditangkap atau dinyatakan belrsalah. Jika keladilan reltributif yang 

digunakan, dikhawatirkan aka nada olknum ko lruptolr yang lelbih melmilih 

melnelrima hukuman altelrnatif belrupa pelnjara daripada mellakukan relstitusi 

kelpada nelgara. Hal ini jellas selmakin melrugikan nelgara. 

Tindak Pidana Ko lrupsi dikatelgo lrikan selbagai keljahatan yang luar biasa 

(elxtra olrdinary crimel) karelna melmiliki dampak yang sangat luar biasa, kolrupsi 

tidak hanya dapat melrugikan keluangan nelgara, melngganggu stabilitas dan 

kelamanan masyarakat, teltapi juga mellelmahkan nilai-nilai delmo lkrasi dan 

kelpastian hukum. “Maka dari itu Tindak Pidana Ko lrupsi yang melrupakan 

keljahatan luar biasa pelnanganannya pun harus delngan cara yang luar biasa pula. 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Ko lrupsi di Indo lnelsia melrupakan suatu upaya cara 

pelngelmbalian kelrugian nelgara yang dilakukan ollelh nelgara melmalui aparat 

pelnelgak hukum.2 

                                                             
2Welndy dan Andi Najelmi, “Pe lngaturan Uang Pelngganti Selbagai Pidana Tambahan dalam 

Tindak Pidana Kolrupsi”. PAMPAS: Jolurnal Olf Criminal Law, Vollumel 1, Nolmolr 1 Tahun 2020. 

Hlm. 26 https://olnlinel-jolurnal.unja.ac.id/Pampas/articlel/vielw/8535  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535
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Belrdasarkan ko lnsidelran Undang-Undang No lmolr 31 Tahun 1999 

Telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Ko lrupsi (Sellanjutnya disingkat UU 

Tipiko lr) bahwa Tindak Pidana Ko lrupsi sangat me lrugikan keluangan nelgara atau 

pelrelkolno lmian nelgara dan melnghambat pelmbangunan nasio lnal, selhingga, hal ini 

harus dibelrantas dalam rangka me lwelujudkan masyarakat adil dan makmur 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Ko lrupsi di Indo lnelsia tellah melngakar dan melrusak siste lm kelkuasaan 

selcara telrstruktur, siste lmatik dan masif. Pe lnye llelnggaraan kelkuasaan nelgara 

kelmudian tidak dapat se lpelnuhnya melngabdi pada kelpelntingan rakyat kare lna 

adanya disto lrsi delngan maraknya pe lrilaku ko lruptif yang te lrjadi.3 Hampir seltiap 

saat celrita kolrupsi di pelrto lntolnkan dan didelngar mellalui pelmbelritaan di belrbagai 

meldia massa o llelh masyarakat. Bo lsan dan jelnuh, belgitulah yang masyarakat 

rasakan keltika mellihat dan melndelngar belrita selputar ko lrupsi. Akan te ltapi, 

belgitulah kelnyataannya, pellaku dugaan tindak pidana ko lrupsi datang silih 

belrganti. Bellum tuntas satu kasus diputus pe lngadilan, telrtangkap lagi pellaku 

dugaan ko lrupsi belrikutnya. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yaitu : Pengembalian kerugian 

negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pengembalian 

kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan 

                                                             
3Claudia Pelrmata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, “Prapelradilan Telrhadap Pelneltapan 

Status Telrsangka Tindak Pidana Kolrupsi ollelh Kolmisi Pelmbe lrantasan Kolrupsi”, PAMPAS : Jolurnal 

olf Criminal Law, Voll 1 Nol. 2, 2020 Hlm 83. https://olnlinel-

jolurnal.unja.ac.id/Pampas/articlel/vielw/9568  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568
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dipidananya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi 

(koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi 

sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena 

tindak pidananya telah terjadi. Namun pengembalikan kerugian negara dapat 

meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan di 

pengadilan.4 

Tahap awal yang dilakukan o llelh pelnelgak hukum keltika adanya dugaan 

tindak pidana ko lrupsi adalah mellakukan pelnyellidikan dan pelnyidikan. 

Belrdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

dirumuskan bahwa: "Pelnyellidikan adalah selrangkaian tindakan pelnye llidik untuk 

melncari dan melnelmukan suatu pelristiwa yang diduga selbagai tindak pidana 

guna melnelntukan dapat atau tidaknya dilakukan pelnyidikan melnurut cara yang 

diatur dalam Undang-Undang ini". Seldangkan pelngelrtian pelnyidikan telrdapat 

pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

melrumuskan bahwa: "Pelnyidikan adalah selrangkaian tindakan pelnyidik dalam 

hal dan melnurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk melncari selrta 

melngumpulkan alat bukti yang telrjadi dan guna melnelmukan telrsangkanya".5 

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan 

bahwa: "Pelnyidik adalah Peljabat Pollisi Nelgara Relpublik Indo lnelsia, ini belrarti 

                                                             
 4https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kasus-korupsi-dihentikan-bila-terdakwa-

mengembalikan-kerugian-negara-lt56984acfc89f3/  diakses pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 22.27. 
5Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Ellizabelth Sirelgar, “Tinjauan Yuridis Telrhadap Tugas dan 

Kelwe lnangan Jaksa selbagai Pelnyidik dalam Pelrkara Tindak Pidana Kolrupsi”. PAMPAS: Jolurnal 

olf Criminal Law, Vollumel 1 Nolmolr 3 Tahun 2020. Hlm. 2 https://olnlinel-

jolurnal.unja.ac.id/Pampas/articlel/vielw/11084  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084
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bahwa kelpo llisian adalah salah satu pelnyidik di dalam KUHAP".6 Pada Pasal 6 

huruf b juga dirumuskan bahwa sellain kelpo llisian, peljabat pelgawai nelgelri sipil 

juga melmpunyai kelwelnangan dalam mellakukan pelnyidikan yang mana 

kelwelnangan telrselbut dibelrikan selcara khusus ollelh Undang-Undang. 

Kelwelnangan Jaksa selbagai Pelnyidik belrsumbe lr pada Pasal 6 Ayat (1) 

huruf b telrselbut, yang mana jaksa melrupakan salah satu peljabat pelgawai nelgelri 

sipil telrtelntu. Hal ini juga dipelrtelgas dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang melrumuskan: 

“Dalam waktu dua tahun seltellah Undang-Undang ini diundangkan, maka 

telrhadap selmua pelrkara dibelrlakukan keltelntuan Undang-Undang ini, delngan 

pelngelcualian untuk selmelntara melngelnai keltelntuan khusus acara pidana 

selbagaimana telrselbut pada Undang-Undang telrtelntu, sampai ada pelrubahan dan 

atau dinyatakan tidak belrlaku lagi”.7 

Belrdasarkan Undang-Undang No lmo lr 16 Tahun 2004 Telntang Keljaksaan 

Relpublik Indo lnelsia, dasar hukum ke lwelnangan jaksa selbagai pelnyidik telrdapat 

pada Pasal 30 Ayat (1) huruf d, yaitu: 

1) Dibidang Pidana, Keljaksaan melmpunyai Tugas dan Kelwelnangan 

a. Mellakukan Pelnuntutan 

b. Mellaksanakan pelneltapan hakim dan putusan pelngadilan yang tellah 

melmpelro llelh kelkuatan hukum yang teltap. 

c. Mellakukan pelngawasan telrhadap pellaksanaan putusan pidana 

belrsyarat, putusan pidana pelngawasan, dan kelputusan lelpas belrsyarat. 

d. Mellakukan pelnyidikan telrhadap tindak pidana telrtelntu belrdasarkan 

undang-undang. 

                                                             
6Sahuri Lasmadi, “Analisis Yuridis Kelwe lnangan Keljaksaan dalam Mellakukan Pelnyidikan 

Tindak Pidana Kolrupsi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vollumel 6, Nolmolr 2 Tahun 2015, Hlm. 13. 

https://olnlinel-jolurnal.unja.ac.id/jellt/articlel/vielw/2149  
7Ibid 

https://online-journal.unja.ac.id/jelt/article/view/2149
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e. Mellelngkapi belrkas pelrkara telrtelntu dan untuk itu dapat mellakukan 

pelmelriksaan tambahan selbellum dilimpahkan kel pelngadilan yang dalam 

pellaksanaannya diko lolrdinasikan delngan pelnyidik. 

 

Seljak dibelrlakukannya Undang-Undang Nolmo lr 16 Tahun 2004 Telntang 

Keljaksaan Relpublik Indo lnelsia ini, maka jaksa yang tugasnya adalah mellakukan 

pelnuntutan, juga melmpunyai kelwelnangan untuk melnjadi pelnyidik dalam tindak 

pidana telrtelntu, yaitu tindak pidana kolrupsi.8 

Kelabsahan pelnyidikan tindak pidana ko lrupsi yang dilakukan o lle lh 

keljaksaan, khususnya masih melnjadi bahan pelmbicaraan melngelnai kelwelnangan 

keljaksaan untuk mellakukan pelnyidikan. Ada pihak yang belrpelndapat bahwa 

keljaksaan tidak dapat dituntut dalam pelnyidikan pelrkara kolrupsi, ada pula yang 

belrpelndapat bahwa keljaksaan melmiliki kelwelnangan untuk itu. “Fakta ini 

telntunya melmiliki ko lnselkuelnsi putusan pelngadilan yang belrbelda untuk satu 

putaran dan olbjelk yang sama dalam kasus ko lrupsi,” tulis melrelka. 

Adapun kelwelnangan jaksa sellaku pelnyidik pelrkara tindak pidana 

kolrupsi, ditelntukan dan diatur dalam be lrbagai pelraturan pelrundang-undangan 

yang dapat melnjellaskan selpelrti apa kelwelnangan itu dibe lrikan o llelh Undang-

Undang, yaitu: 

1. Dalam Pasal 284 Ayat (2) Keltelntuan Pelralihan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, dijellaskan bahwa "Dalam waktu dua tahun 

seltellah undang-undang ini diundangkan, maka telrhadap selmua pelrkara 

dibelrlakukan keltelntuan undang- undang ini, delngan pelngelcualian 

untuk selmelntara melngelnai keltelntuan khusus acara pidana selbagaimana 

telrselbut pada undang-undang telrtelntu, sampai ada pelrubahan dan atau 

dinyatakan tidak belrlaku lagi". 

 

                                                             
8Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Ellizabelth Sirelgar. “Tinjauan Yuridis Telrhadap Tugas dan 

Kelwe lnangan Jaksa selbagai Pelnyidik dalam Pelrkara Tindak Pidana Kolrupsi”. PAMPAS: Jolurnal 

olf Criminal Law, Vollumel 1 Nolmolr 3 Tahun 2020. Hlm. 3 https://olnlinel-

jolurnal.unja.ac.id/Pampas/articlel/vielw/11084  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084


viii 
 

 Yang dimaksud delngan "keltelntuan khusus hukum acara pidana 

selbagaimana telrselbut pada undang-undang telrtelntu" adalah keltelntuan 

khusus acara pidana selbagaimana yang telrselbut pada: Undang-Undang 

Telntang Pelngusutan, Pelnuntutan dan Pelradilan Tindak Pidana 

E lkolno lmi (Undang-Undang Darurat Nolmo lr 7 Tahun 1955); dan 

Undang-Undang Telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Ko lrupsi 

(Undang-Undang Nolmo lr 3 Tahun 1971). 

 

2. Pasal 17 Pelraturan Pelmelrintah Nolmo lr 27 Tahun 1983 Telntang 

Pellaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Pelnyidikan 

melnurut keltelntuan khusus acara pidana selbagaimana telrselbut pada 

undang-undang telrtelntu selbagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat 

(2) KUHAP dilaksanakan ollelh pelnyidik; jaksa, dan peljabat pelnyidik 

yang belrwelnang lainnya belrdasarkan pelraturan pelrundang- undangan". 

 Ini belrarti bahwa kelwelnangan pelnyidikan dalam tindak pidana telrtelntu 

yang diatur selcara khusus ollelh undang-undang telrtelntu dilakukan olle lh 

pelnyidik, jaksa dan peljabat pelnyidik yang belrwelnang lainnya yang 

ditunjuk belrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan. 

 

3. Melrujuk pada kalimat “Undang-Undang Telrtelntu”, dalam hal ini 

keltelntuan yang melngatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nolmo lr 30 Tahun 

2002 Telntang Ko lmisi Pelmbelrantasan Tindak Pidana Ko lrupsi dalam 

Pasal 26 yang melrumuskan: “Pelnyidikan, pelnuntutan, dan pelmelriksaan 

di sidang pelngadilan telrhadap tindak pidana kolrupsi, dilakukan 

belrdasarkan hukum acara pidana yang belrlaku, kelcuali ditelntukan lain 

dalam Undang-Undang ini”. 

 

Keltelntuan yang te lrdapat dalam Pasal 26 ini harus dikaitkan delngan 

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No lmo lr 30 Tahun 2002 Te lntang Ko lmisi 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Ko lrupsi yang melnelntukan: “Pelnyellidikan, 

Pelnyidikan, dan Pe lnuntutan tindak pidana ko lrupsi dilakukan be lrdasarkan 

hukum acara pidana yang be lrlaku dan belrdasarkan Undang-Undang Nolmo lr 31 

Tahun 1999 Telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Ko lrupsi selbagaimana tellah 

diubah delngan Undang-Undang Nolmo lr 20 Tahun 2001 Telntang Pelrubahan atas 

Undang-Undang No lmo lr 31 Tahun 1999 Telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana 

Ko lrupsi, kelcuali ditelntukan lain dalam Undang-Undang ini”. 
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“Yang dimaksud de lngan hukum acar pidana yang be lrlaku baik dalam 

Pasal 26 maupun dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nolmo lr 30 Tahun 

2002 selpelrti di atas sudah telntu adalah hukum acara pidana untuk me llaksanakan 

pelnyellidikan, pelnyidikan, pelnuntutan, dan pe lmelriksaan di sidang pe lngadilan 

dalam pelrkara tindak pidana”. 

Belrtitik to llak dari uraian-uraian di atas, maka pe lnulis telrtarik untuk 

melngangkat pelrihal kelwelnangan jaksa dalam me lnyellelsaikan kasus ko lrupsi 

keldalam selbuah karya ilmiah de lngan judul: Penghentian Penuntutan Tindak 

Pidana Korupsi  Menurut Restorative Justice 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar bellakang yang tellah dipaparkan di atas, ada hal yang melnarik 

untuk dikaji dan dite lliti lelbih lanjut, yang ke lmudian dapat dirumuskan 

pelrmasalahan se lbagai belrikut: 

1. Bagaimana pelngaturan pelnghelntian pelnuntutan tindak pidana ko lrupsi 

melnurut relstolrativel justicel ? 

2. Bagaimana pelnelrapan pelnghelntian pelnuntutan tindak pidana kolrupsi 

melnurut relstolrativel justicel ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk melngeltahui dan me lnganalisa pelngaturan pelnjatuhan pidana te lrhadap  

pellaku tindak pidana ko lrupsi. 

2. Untuk melngeltahui dan melnganalisa belntuk pelnghelntian pelnuntutan tindak 

pidana ko lrupsi melnurut relstolrativel justice 
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l 

D. Manfaat Penelitian 

1. Selcara Telolritis 

 Hasil pelnellitian ini selcara telolritis diharapkan dapat melmbelrikan 

sumbangan pelmikiran dalam melmpelrkaya wawasan kolnselp putusan hukum 

telrhadap tindak pidana kolrupsi. Dapat dijadikan selbagai relfelrelnsi dan 

litelratur dalam dunia kelpustakaan telntang Kelwelnangan Jaksa selsuai delngan 

KUHP dan Undang-Undang dan dapat melmbelrikan manfaat pada 

pelngelmbangan ilmu pelngeltahuan di bidang ilmu hukum pidana pada 

umumnya selrta pelnellitian ini dapat dipakai selbagai acuan telrhadap 

pelnellitian-pelnellitian seljelnis untuk tahap belrikutnya pada khususnya. 

2. Selcara Praktis 

Hasil pelnellitian ini selcara praktis diharapkan dapat melnyumbangkan 

pelmikiran telrhadap pelmelcahan masalah pelnelgak hukum telrhadap kelwelnagan 

jaksa dalam pelnyellelsaian tindak pidana ko lrupsi. Untuk melnambah wawasan 

pada pelnyusun khususnya dan para pelmbaca umumnya dan dapat 

dimanfaatkan bagi masyarakat atau pelnelgak hukum. 

E. Kerangka Konseptual 

Kelrangka Ko lnselptual Pelnellitian adalah kaitan atau hubungan antara 

kolnselp satu delngan ko lnselp yang lainnya dari masalah yang ingin ditelliti. 

Kelrangka ko lnselp didapatkan dari ko lnselp ilmu/telolri yang dipakai selbagai 

landasan pelnellitian. Ko lnselp adalah kata yang melnyatakan abstrasi yang 

digelnelralisasikan dari geljala-geljala telrtelntu. Keltelrkaitan atau hubungan antara 

kolnselp yang satu delngan ko lnselp yang lain dari masalah yang ditelliti dikelnal 
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delngan istilah pelnellitian kolnselptual. Ilmu atau telolri yang melnjadi landasan 

pelnyellidikan digunakan untuk melnyusun gagasan.  

Kata "kolnselp" melngungkapkan abstraksi yang luas dari felno lmelna 

telrtelntu. Untuk melnghindari kelsalahpahaman telrhadap po lkolk pelrmasalahan 

yang akan dibahas pada pelnellitian atau pelmbahasan ini, maka pelnulis 

melmbelrikan belbelrapa ko lnselp yang belrtujuan untuk melnjellaskan istilah-istilah 

yang dapat dijadikan pelgangan dalam pelnellitian ini. Adapun istilah-istilah yang 

digunakan adalah selbagai belrikut: 

1. Pelnghelntian Pelnuntutan 

Melnurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, Pelnghelntian Pelnuntutan 

adalah Dalam hal pelnuntut umum melmutuskan untuk melnghelntikan 

pelnuntutan karelna tidak telrdapat cukup bukti atau pelristiwa telrselbut telrnyata 

bukan melrupakan tindak pidana atau pelrkara ditutup delmi hukum, pelnuntut 

umum melnuangkan hal telrselbut dalam surat kelteltapan. 

2. Tindak Pidana Ko lrupsi 

Melnurut Pasal 2 Ayat  (1) Undang-undang Relpublik Indo lnelsia Nolmo lr 

31 Tahun 1999 Te lntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Ko lrupsi ialah Seltiap 

olrang yang selcara mellawan hukum mellakukan pelrbuatan 

melmpelrkaya diri selndiri atau olrang lain atau suatu kolrpolrasi yang 

dapat melrugikan keluangan nelgara atau pelrelkolno lmian nelgara, 

dipidana pelnjara delngan pelnjara selumur hidup atau pidana pelnjara 

paling singkat 4 (elmpat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
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dan delnda paling seldikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

3. Relstolratif Justice l 

Melnurut Pasal 1 huruf 3 Pelraturan Pollri Nolmo lr 8 Tahun 2021  

Relstolrativel justicel adalah pelnyellelsaian tindak pidana delngan mellibatkan 

pellaku, kolrban, kelluarga pellaku, kelluarga kolrban, tolkolh masyarakat, tolko lh 

agama, tolkolh adat, atau pelmangku kelpelntingan untuk belrsama-sama melncari 

pelnyellelsaian yang adil mellalui pelrdamaian delngan melnelkankan pelmilihan 

kelmbali pada keladaan selmula. 

Menurut penulis arti dari judul penilitian ini secara harviah yakni suatu 

terobosan yang membuat penghentian penuntutan kasus tindak pidana 

korupsi karena telah mengembalikan 100% kerugian negara diakibatkan 

karena kasus korupsi ini.  

F. Landasan Teoretis 

1. Teori Pemidanaan 

Pelmidanaan adalah pe lmbalasan, kelmanfaatan, dan gabungan antara 

pelmbalasan yang me lmiliki tujuan atau pe lmbalasan yang dibe lrikan kelpada 

pellaku delngan maksud dan tujuan te lrtelntu. Filsafat pe lmidanaan selbagai 

landasan filo lso lfis melrumuskan ukuran atau dasar keladilan apabila te lrjadi 

pellanggaran hukum pidana. Ada be lbelrapa telolri melngelnai pelmidanaan dan 

melnjadi dasar hukum dan tujuan dari pe lmidanaan, yaitu : 

1) Del Velrgellding Thelolri (Telolri Abso llut atau pelmbalasan) 
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Telolri abso llut melmandang bahwa pelmidanaan melrupakan 

pelmbalasan atas kelsalahan yang tellah dilakukan, jadi belro lrielntasi pada 

pelrbuatan dan telrleltak pada keljahatan itu selndiri. Pelmidanaan dibelrikan 

karelna si pellaku harus melnelrima sanksi itu delmi kelsalahannya. Melnurut 

telolri ini, dasar hukuman harus dicari dari keljahatan itu selndiri, karelna 

keljahatan itu tellah melnimbulkan pelndelritaan bagi o lrang lain, selbagai 

imbalannya (velrgellding) si pellaku harus dibelri pelndelritaan. Seltiap 

keljahatan harus diikuti delngan pidana, tidak bo llelh tidak, tanpa tawar. 

2) Del Rellatif Thelolri (Telolri Rellatif atau Tujuan) 

Telolri ini melnganggap bahwa dasar dari pelmidanaan itu adalah 

tujuan dari pidana itu selndiri, karelna pidana itu melmpunyai tujuan 

telrtelntu. Melnurut telolri ini selbagai dasar pidana itu ialah tujuan polkolk, 

yaitu melmpelrtahankan keltelrtiban masyarakat. Telolri rellatif (deltelrrelncel), 

telolri ini melmandang pelmidanaan bukan selbagai pelmbahasan atas 

kelsalahan si pellaku, teltapi selbagai sarana melncapai tujuan belrmanfaat 

untuk mellindungi masyarakat melnuju kelseljahtelraan. Dari telolri ini muncul 

tujuan pelmidanaan selbagai sarana pelncelgahan, yaitu pelncelgahan umum 

yang ditujukan pada masyarakat. 

3) Del Velrelnigings Thelolri (Telolri Gabungan) 

Telolri  ini melncakup keldua telolri diatas, yaitu telolri abso llut 

(pelmbalasan) dan telolri rellativel (tujuan). Belrdasarkan telolri ini, 

pelmidanaan didasarkan ataspelmbalasan dan tujuan pidana itu selndiri. 

Karelna itu, harus ada kelselimbangan antara pelmbalasan delngan tujuan 
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pelmbelrian pelmidanaan telrhadap selselo lrang yang mellakukan keljahatan, 

agar telrcapai keladilan dan kelpuasan masyarakat9. 

2. Teori Penyelesaian (Restorative Justice) 

Relstolrativel Justicel atau Keladilan Relstolratif adalah suatu me ltoldel yang 

selcara filo lso lfinya dirangcang untuk me lnjadi suatu relsollusi pelnyellelsaian dari 

kolnfilik yang se ldang telrjadi delngan cara melmpelrbaiki keladaan ataupun 

kelrugian yang ditimbulkan dari ko lnflik telrselbut.  

Melnurut Kelvin I. Mino lr dan J.T. Molrriso ln dalam buku "A Thelolritical Study 

and Critiquel olf Relstolrativel Justicel, in Burt Galaway and Jolel Hudsoln, elds., 

Relstolrativel Justicel : Intelrnatiolnal Pelrspelctivels" (1996), relstolrativel justice l 

adalah suatu tanggapan kelpada pellaku keljahatan untuk melmulihkan kelrugian 

dan melmudahkan pelrdamaian antara para pihak. 

Seldangkan melnurut laman relsmi Mahkamah Agung, prinsip 

relstolrativel justicel adalah salah satu prinsip pelnelgakan hukum dalam 

pelnyellelsaian pelrkara yang dapat dijadikan instrumeln pelmulihan dan sudah 

dilaksanakan ollelh Mahkamah Agung (MA). 

Prinsip keladilan relstolratif atau relstolrativel justicel melrupakan 

altelrnatif pelnyellelsaian pelrkara tindak pidana, yang dalam melkanismel (tata 

cara pelradilan pidana) fo lkus pidana diubah melnjadi pro lsels dialo lg dan 

meldiasi.10 

                                                             
 9https://law.umrah.ac.id/wp-colntelnt/uplolads/2020/05/MOlDUL-HUKUM-PIDANA.pdf 

diaksels pada tanggal 1 Felbruari 2023, Pukul 23.55 
10https://amp.kolmpas.colm/nasiolnal/relad/2022/02/15/12443411/relstolrativel-justicel-

pelngelrtian-dan-pelnelrapannya-dalam-hukum-di-indolnelsia diaksels pada tanggal 05 Felbruari 2023 

pukul 11.14  

https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia


xv 
 

3. Teori Penyidikan  

Pelnyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana adalah selrangkaian tindakan pelnyidik dalam hal dan melnurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk melncari selrta 

melngumpulkan bukti yang telrjadi dan guna melnelmukan telrsangka nya. 

4. Teori Penghentian 

Pelnghelntian atau SP3 (Surat Pelrintah Pelnghelntian Pelnyidikan) 

melrupakan surat pelmbelritahuan dari pelnyidik kelpollisian bahwa pelnyidikan 

suatu pelrkara dihelntikan. Delngan telrbitnya SP3, maka prolsels pidana telrhadap 

pelrkara telrselbut tidak akan dilanjutkan lagi. 

Belrdasarkan UU Nolmo lr 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), mellakukan pelnghelntian pelnyidikan melrupakan welwelnang yang 

dimiliki pelnyidik dalam melnjalankan kelwajibannya. 

Melnurut Pasal 109 Ayat 2 KUHAP yang belrbunyi, “Dalam hal 

pelnyidik melnghelntikan pelnyidikan karelna tidak telrdapat cukup bukti atau 

pelristiwa telrselbut telrnyata bukan melrupakan tindak pidana atau pelnyidikan 

dihelntikan delmi hukum, maka pelnyidik melmbelritahukan hal itu kelpada 

pelnuntut umum, telrsangka atau kelluarganya.”11 

G. Metode Penelitian 

 Adapun meltoldel pelnellitian yang digunakan dalam pe lnulisan ini adalah se lbagai 

belrikut : 

                                                             
 11https://nasiolnal.kolmpas.colm/relad/2022/06/10/01100041/apa-itu-sp3- diakels pada 

tanggal 12 Meli 2023 pukul 21.07 

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/01100041/apa-itu-sp3-
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1. Tipel Pelnellitian 

 Pelnellitian ini melrupakan pelnellitian hukum Yudiris No lrmatif, yang 

nama  lainnya adalah pelnellitian hukum do lktrinal yang dise lbut juga selbagai 

pelnellitian pelrpustakaan atau studi do lkumeln karelna pelnellitian ini dilakukan 

atau ditujukan hanya pada pe lraturan-pelraturan yang te lrtulis atau bahan-

bahan hukum yang lain. 

2. Pelndelkatan Pelnellitian 

Pelndelkatan paling telpat yang akan digunakan dalam pelnellitian ini 

adalah pelndelkatan  pelrundang-undangan (Statua approluach) dan 

pelndelkatan kolnselptual (colncelptual approlach) delngan pelnjellasan selbagai 

belrikut: 

a. Pelndelkatan undang-undang atau statuta appro lach dan selbagian 

ilmuwan hukum me lnyelbutnya delngan pelndelkatan yuridis, yaitu 

pelnellitian telrhadap pro lduk-prolduk hukum. 

b. Pelndelkatan ko lnselptual, yaitu pe lnellitian telrhadap ko lnselp-kolnse lp 

hukum selpelrti; sumbelr hukum, fungsi hukum, le lmbaga hukum, dan 

selbagainya. Ko lnselp hukum ini belrada pada tiga ranah atau tataran 

selsuai tingkatan ilmu hukum itu se lndiri yaitu: tataran ilmu hukum 

dolgmatik ko lnselp hukumnya telknis yuridis, tataran telolri hukum ko lnse lp 

hukumnya ko lnselp umum, tataran filsafat hukum ko lnselp hukumnya 

kolnselp dasar.12 

                                                             
 12Bahdelr Jolhan Nasutioln, Meltolde l Pelnellitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, 

Hlm. 92  
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Pelndelkatan ini dilakukan de lngan melnellaah selmua pelraturan 

pelrundang-undangan yang be lrsangkut paut delngan pelrmasalahan yang akan 

ditelliti. Pelndelkatan undang-undangan dan pelndelkatan ko lnselptual ini 

dilakukan delngan melmpellajari pelnyellelsaian yang dilakukan o llelh keljaksaan 

telrhadap kasus tindak pidana ko lrupsi. 

3. Pelngumpulan Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primelr 

Yaitu melmpellajari pelraturan Undang-Undang yang belrkaitan delngan 

masalah yang dibahas pada pelnulisan Prolpolsal Skripsi ini ialah KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pelraturan yang rellelvan pada 

Skripsi ini. 

b. Bahan Hukum Se lkundelr 

Yaitu melngambil dan melmpellajari bahan hukum yang melmbelrikan 

peltunjuk maupun pelnjellasan melngelnai bahan hukum primelr. Selpelrti 

karya ilmiah, litelratur, buku, jurnal, kamus hukum, meldia intelrnelt dan 

bahan yang lain yang belrkaitan delngan pelrmasalahan pada skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Te lrsielr 

Yaitu bahan-bahan yang melmbelrikan info lrmasi atau pelnjellasan telntang 

melngabunggkan antara bahan hukum primelr dan bahan hukum selkundelr 

selpelrti KUHP, Undang-Undang yang rellelvan, karya ilmiah, litelratur, 

jurnal, makalah, kamus hukum dan meldia intelrnelt. 

d. Analisis Bahan Hukum. 
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Dalam mellakukan analisis bahan hukum ini belrtujuan untuk melngeltahui 

dan melnganalisa pelngaturan pelnghelntian pelnuntutan  tindak pidana 

kolrupsi melnurut asas relstolrativel justicel dan juga untuk melngeltahui dan 

melnganalisa apakah jika kelrugian nelgara jika dibalikan selcara full akan 

dibatalkan pelnahanan pada narapidana kasus kolrupsi. 

H. Sistematika Penulisan 

 Sistelmatika pelnulisan dalam pro lpolsal skripsi ini adalah me lrupakan uraian 

telntang keltelrkaitan bab de lmi bab yaitu: 

BAB I   Dalam bab ini pelnulis melnjellaskan telntang latar bellakang yang 

 melnjadi tolpik pelrmasalahan pada prolpolsal skripsi ini, dan juga 

dalam  bab ini pelnulis juga melnjellaskan telntang rumusan masalah, 

tujuan  pelnellitian, manfaat pelnellitian, kelrangka kolnselptual, 

landasan telolri,  meltoldel pelnellitian, dan sistelmatika pelnulisan. 

BAB II Dalam bab ini selcara rinci pelnulis melnjellaskan telntang tinjauan 

 umum telntang relstolrativel justicel dan tindak pidana kolrupsi. 

BAB III Dalam bab ini pelnulis melnje llaskan telntang bagaimana pe lnye llelsaian 

dan pelnghelntian kasus tindak pidana ko lrupsi melnurut asas 

relstolrativel justicel dan apakah jika kelrugian nelgara yang ditimbulkan 

akibat kasus ko lrupsi ini dikelmbalikan 100% apakah narapidana atau 

telrsangka tidak ditahan o llelh nelgara. 

BAB IV Dalam bab ini pelnulis melmbelrikan kelsimpulan dan saran dari tolpik 

pelrmasalahan pada prolpolsal skripsi ini. 

 


